BAB II
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Sebelumnya 
	Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-jasil dari penelitian sebelumnya sebagai berikut :
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya
	
No.
	
Nama dan Judul

	
Persamaan 
	
Perbedaan 

	1.
	Gunawan Budiarso 
( 2021 )
“Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon . UGJ Cirebon Jawa Barat 
	Dalam peneletian kali ini memiliki persamaan yaitu berfokus kepada kepemimpinan Kepala Desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.
	Dalam penelitian kali ini memiliki sedikit perbedaan yaitu jika penelitia sebelumnya membahas tentang kepemimoinan dalam peingkaan kinerja aparatur Desa namun pada penelitian kali ini berfokus kepada kepemimpinan Kepala Desa dalam Musyawarah Desa,kemudian lokus penelitian sebelumnya di Desa Bandengan sedangakan penelitiana kali ini di Desa Kepongpongan.

	2.
	Shindy Carolina ( 2021 )
“ Kepemimpinan Kepala Desa Megu Cilik Dalam Meningkatkan Kinerja  Perangkat Desa Di Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon” UGJ Cirebon Jawa Barat
	Dalam penelitian kali  ini memiliki persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta berfokus kepada Kepemimpinan Kepala Desa .
	Dalam penelitian kali ini memeiliki perbedaan yaitu jika penelitian sebelumnya memiliki fokus pada meningkatkan kinerja perangkar Desa namun pada penelitian kali ini berfokus pada pengambulan keputusan melalui musyawarah Desa,kemudian juga perbedaan pada lokus penelitian yaitu peneliti sebeumya di Desa Megu Cilik lalu dalam penelitian kali ini di Desa Kepongpongan.

	3. 
	Vira Salsabila Suwagi
( 2021 )
“ Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Setu Kulon Kecamatan weru Kabupaten Cirebon” UGJ Cirebon Jawa Barat 
	Pada penelitian kali ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta berfokus kepada Kepemimpinan Kepala Desa.
	Pada Penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu jika penelitian sebelumnya membahas tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur,namun pada penelitian kali ini membaahas tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan melalui Musyawarah Desa kemudian dari lokus penelitian memiliki perbedaan jika peneliti sebeumnya di Desa setu Kulon  penelitian Kali ini di Desa Kepongpongan.

	4.
	 Muhammad Kamal 
( 2020 )
“ Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa ( Di Gampong Lamguggob Kecamatan Syiah Kulata Kota Banda Aceh) “ UIN Ar-Raniry Darusalllah Banda Aceh
	Pada penelitian kali ini memiliki beberapa kesamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitiaan kualitatif sera membahas tentang kepemimpinan seorang Kepala Desa.
	Dalam penelitian kali ini memiliki beberapa berpebdaan yaitu jka penelitian sbelumnya berfokus kepada kepemimpinan kepala Desa  dalam peningkatkan produktivitas kinerja aaratu pemerintah Desa namun pada penelitian kali ini berfokus pada Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan melalui musyawarah Desa. Dari lokus penelitian juga ada perbedaan yaitu jika peneliti sebelumnya di Desa Gampong Lamgugob Banda Aceh namun penelitian kali ini di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

	5.
	Diana 
( 2022 )
“Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kuwu Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon” UGJ Cirebon Jawa Barat
	Dalam penelitian kali ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama menggunakan penelitianan deskriptif kualitaif dan membahsan tentang Kepemimpinan Kepala Desa.
	Pada penelitian kali ini memiliki beberapa perbedaan jika penelitis sebelunya berfokus Pada Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja pegawai namun pada penelitian kali ini berfokus pada Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengambilan Keputusan melalui musyawarah Desa,kemudian dari lokus penelitian jika peneliti sebelumnya di Desa Tegal Karang namun penelitian kali ini di Desa Kepongpongan.


	
	Berdasarkan penelitian terdahulu , terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti uraikan secara singkat sebgai pedoman dan perbandingan dalam penelitian  yang akan dilakukan dalam penelitian tersebut sebagai berikut :
	1.
	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa Di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Penulis : Gunawan Budiarso ( 2021 ).
        Dalam penelitian sebelumya oleh Gunawan Budiarso pada tahun 2021 peneliti tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dua variable atau konsep yaitu Kepemimpinan dan Kinerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut seorang Kepala Desa perlu adanya pengoptimalan  terkait motivasi kerja kepada aparatur Desa,kemudian  harus lebih mengoptimalkan sikap tanggung jawab yang dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pimpinan Kepala Desa.

	2.
	Kepemimpinan Kepala Desa Megu Cilik Dalam Meningkatkan Kinerja  Perangkat Desa Di Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Penulis : Shindy Carolina ( 2021)
          Dalam penelitian oleh Cindy Carolina pada tahun 2021 peneliti tersebut  menggunakan metode kualitatif dengan variable kepemimpinan dan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Kepala Desa Megu Cilik mam pu mmfasilitasi untuk kelancaran kegiatan dalam mempercpat proses suatu output, Kepala Desa Megu Cilik juga melakukan peran pengambilan keputusan dengan manajemen konflik untuk mendorong dan meningkatkan kinerja serta memberikan informasi positif kepada perangkat Desa guna meningkatkan kinerjanya. 

	3. 
	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Setu Kulon Kecamatan weru Kabupaten Cirebon. Penulis : Vira Salsabila Suwagi ( 2021 )
          Penelitian yang dlakukan oleh Vira salsabila suwagi pada tahun 2021 yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan variable kepemimpinan menghasilkan bahwa seorang Kepala Desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dan juga Kepala Desa dalam rangka pembangunan harus lebih dulu mengadakan musyawarah Desa.

	4.
	 Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa ( Di Gampong Lamguggob Kecamatan Syiah Kulata Kota Banda Aceh) Penulis : Muhammad Kamal ( 2020 )
          Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamal pada tahun 2020 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkamn produktivitas aparatur pemerintahan desa yaitu dengan menerapkan beberpa pendekatan  dan tipe pendekatan yang dominan adalah pendekatan demokratis dan kepemimpinan kharimatik. Kemudian Kepala Desa juga memberikan dorongan,masukan dan bimbingan kepada pegawai dalam bekerja.

	5.
	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kuwu Desa Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Penulis : Diana ( 2022 )
          Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diana pada tahun 2022 Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai dengan beberapa fungsi yaitu fungsi instruksi dari atassan kepada bawahan, fungsi konsultasi yang belum optimal kepada bawahan, fungsi partisipasi yaitu kepla desa sudah melibatkan pegawai dalam setiap diskusi,fungsi delegasi sudah berjalan dengan baik dengan melimpahkan wewenang kepada bawahan yang sudah terpilih, gungsi pengendalian dalam hal ini belum optimal karna masih saja ada pegawai yang kurang disiplin.



	Berdasarkan dari lima penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kepemimpinan seorang Kepala Desa pada kali ini Peneliti tertarik untuk mengambil judul yang sedikit berbeda yaitu bagimana Kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah Desa hal ini dikarenakan musyawarah Desa sebgai alat bantu pengambilan keputusan Kepala Desa belum berjalan secara optimal.
2.2 Tinjauan Pustaka
      2.2.1 Pengertian Kepemimpinan
[bookmark: _Hlk136738613]	Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja sama sesuai dengan rencana demi tercapainya tujua yang telah ditetapkan. Dengan demikian,kepemimpinan memegang peranan penting dalam manajemen,bahkan pemimpin merupakan inti dari manajemen.
	Sarros dan Butchatsky (1996 ) dalam Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri (2014 : 30) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dengan tujuan tertentu untuk memengaruhi aktivitas anggota kelompok agar mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.
Menurut Anderson ( 1988 ) dalam Beni Ahmad Saebani dan Ii Sumantri 
( 2014 : 30)  “ Leadership means using power influence the thoughts and action of other in such a way that achieve high performance ” (Kepemimpinan adalah upaya memngaruhi pemikiran dan Tindakan dengan kekuasaan agar orang lain melakukan sesuatu yang di harapkan hingga tercapainya tujuan yang telah ditentuan sebelumnya).

	Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan atau tingkat laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Suradinata,1997: 11) 
[bookmark: _Hlk136738671][bookmark: _Hlk132136620]	Henry Mintzberg dalam  Beni Ahmad, Ii Sumantri.( 2014 : 67 ).Para pemimpin yang berperan sebagai manajer pada dasarnya melaksanakan tiga kelompok peran masing-masing yang terbagi dalam beberapa macam peran. Peran-peran tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Peran antarpribadi (interpersonal roles). Peran ini menitikberatkan pada hubungan pribadi yang meliputi:
a. Peran tokoh (figure head) dalam membangun relasi dengan orang lain yang memiliki kedudukan dalam organisasi. Figur pemimpin ikut menentukan wibawa organisasi di tengah persaingan antarorganisasi dan hubungan dengan berbagai kepentingan organisasi.
b. Peran pemimpin (leader), dilakukan dengan cara mengarahkan dan mengoordinasikan tugas-tugas dari para bawahannya. Hal ini menyangkut tugas staffing (merekrut, melatih, memotivasi, melakukan promosi, dan pemberhentian kerja).
c. Peran penghubung (liaison) dilakukan dengan cara menjalin hubungan antarpribadi dengan pihak-pihak, baik yang berada dalam organisasi maupun yang berada di luar organisași. Dengan peran ini dapat ditemukan berbagai informasi yang patut dikaji demi kemajuan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus memantau kinerja bawahannya dan menggali informasi sebanyak mungkin sebagai bahan masukan yang patut dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan. Pemimpin organisasi harus memiliki kepekaan terhadap isi informasi yang sebenarnya, senantiasa melakukan filter terhadap berita yang diperolehnya agar tidak terjebak oleh keadaan yang buruk akibat salah paham terhadap informasi yang dikembangkan, terlebih terhadap berbagai gosip, rumor, isu-isu yang tidak penting, dan berbagai berita yang bersifat memojokkan keberadaan organisasi.
	Dengan hal tersebut, pemimpin harus tampil penuh perhitungan, penuh percaya diri, dan berbekal informasi yang memadai dan kecerdasan intelektual yang tidak mengecewakan bawahannya. Kewibawaan pemimpin harus menjadi peluang untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya.
2. Peran informasional (informational roles). Peran ini menitikberatkan pada penerimaan dan pengomunikasikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Peran ini meliputi:
a.Pemantau (monitor), manajer secara terus-menerus mencari informasi, baik   dalam organisasi maupun diluar organisasi.
b.Penyebar (disseminator), yaitu membagikan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauannya kepada bawahannya yang dirasakan memerlukan informasi tertentu.
c.Juru bicara (spokes person), yaitu menyampaikan sebagian informasi yang dikumpulkan kepada individu di luar unitnya atau pihak-pihak di luar organisasi.
3. Pengambilan keputusan (decision making ).
	Dalam peran ini, pemimpin mengambil keputusan berdasarkan hubungan antarpribadi yang dibangunnya dan informasi yang dipantau sebelumnya.
	Kepemimpinan adalah proses pengarahan dan memengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas anggota kelompok.sebagai implikasi dari definisi adalah :
	a. 
	Kepemimpnan melibatkan orang lain, yang berkedudukan sebagai bawahan atau pengikut.

	b.
	Perbedaan distribusi kekuasaan, misalnya kekuasaan legalitas untuk pemimpin formal atau kekuasaan paksaan untuk manajer, dan sebagainya.

	c.
	Kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan untuk memengaruhi perilaku bawahan (Syamsul Arifin, 2012 : 41 ).


	Berdasarkan pengertian tersebut, kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain sebagai berikut.
	1.
	Kepemimpinan melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan (followers). Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Sekalipun demikian, tanpa karyawan atau hbawahan, tidak akan ada pimpinan

	2.
	Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk memengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi.

	3.
	Kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri (integrity), sikap bertanggung jawab yang tulus (compassion), pengetahuan (cognizance), keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan (commitment), kepercayaan kepada diri sendiri dan orang lain (confidence), serta kemampuan untuk meyakinkan orang lain (communication) dalam membangun organisasi.





2.2.2 Teori Kepemimpinan
         Memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktifitas organisasi secara keseluruhan. Dalam karya tulis ini akan dibahas tentang teori dan gaya kepemimpinan.Seorang pemimpin harus mengerti tentang teori kepemimpinan agar nantinya mempunyai referensi dalam menjalankan sebuah organisasi.
Beberapa teori tentang kepemimpinan antara lain
1. Teori Kepemimpinan Sifat (Trait Theory)
		Analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan yang kemudian teori ini dikenal "The Greatma Theory". Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain: sifat fisik, mental dan kepribadian.
2. Teori Kewibawaan Pemimpin
		Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan, sebab dengan faktor itu seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan maupun kelompok sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin.
3. Teori kepemimpinan situasi
		Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel.
2.2.3 Pendekatan Kepemimpinan
Dalam masyarakat dikenal jenis-jenis kepemimpinan, antara lain pemimpin negara, pemimpin agama, pemimpin kegiatan kepanitiaan, dan lain-lain. Berbagai jenis kepemimpinan tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal.
	1. 
	Pemimpinan Formal 

	
	Pemimpin formal adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah organisasi berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

	2.
	Pemimpin infomal adalah orang yang tidak sengaja resmi di angkat sebagai pemimpin,tetapi merupakan kehormatan karena mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin sehingga mampu memengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok.


              Dalam Buku Hamdan Dimyati ( 2014 : 67 ) ada lima pendekatan kepemimpinnan sebagai berikut :
	1.
	Pendekatan Kepemimpinan Berdasarkan Sifat atau Ciri- ciri
          Pendekatan sifat pada kepemimpinan, artinya ciri keadaan pada suatu benda, tanda lahiriah, ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lain.
          Suatu pertanyaan penting yang dapat diajukan adalah apakah sifat-sifat yang membuat seseorang itu sehingga menjadi pemimpin? Teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri pada zaman Yunani Kuno dan zaman Roma. Pada saat itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Teori The Great Man mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin, ia akan menjadi pemimpin, baik mempunyai sifat maupun tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin.
          Perhatian untuk diteliti sekitar tahun 1930 sampai 1950-an. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kecerdasan selalu muncul denga persentase yang tinggi, kemudian inisiatif, keterbukaan, rasa humor, antusiasme, kejujuran, simpati, dan percaya pada diri sendiri.Dalam menentukan pendekatan sifat ini ada dua jenis pendekatan, yaitu sebagai berikut:
	a.
	Membandingkan sifat orang yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin. Pemimpin lebih terbuka dan lebih percaya diri. Ada pula orang yang memiliki sifat seperti itu, namun tidak menjadi pemimpin. Sebaliknya, ada pula orang yang tidak memiliki sifat tersebut, tetapi ia menjadi pemimpin. Misalnya, Abraham Lincoln bersifat pemurung dan tertutup; Napoleon berbadan agak pendek.

	b.
	Membandingkan sifat pemimpin efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Inteligensi, inisiatif, dan kepercayaan diri berkaitan dengan tingkat manajerial dan prestasi kerja yang tinggi. Kepemimpinan efektif tidak bergantung pada sifat-sifat tertentu, tetapi lebih pada beberapa corak sifat-sifat pemimpin itu dengan kebutuhan dan situasinya.Menyadari bahwa tidak ada korelasi sebab akibat dari sifat-sifat yang diamati dalam penelitian dengan keberhasilan seorang manajer, Veithzal (2004) merumuskan empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan, yaitu:
1) Kecerdasan : pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan. lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin;
2)  Kedewasaan; pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitás sosial;
3) Motivasi diri dan dorongan berprestasi; pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi.
4) Sikap hubungan kemanusiaan; pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahan.




	2.
	Pendekatan Menurut Pengaruh Kewibawaan (Power Influence Approach)
          Pendekatan ini mengatakan bahwa keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin, dan cara pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, proses saling memengaruhi dan pentingnya pertukaran hubungan kerja sama antara para pemimpin dan bawahan (Wahjosumidjo, 2008: 20-21).

	3.
	Pendekatan Sifat (Trait Approach)
          Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan dan keturunan (Ngalim Purwanto, 1987: 31).

Jadi, seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Banyak ahli meneliti dan mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar sukses dalam kepemimpinannya. Ghizeli dan Stogdil misalnya, mengemukakan lima sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu: kecerdasan, kemampuan mengawasi, inisiatif, ketenangan diri, dan kepribadian. Selain itu, dari hasil studi pada tahun 1920-1950 diperoleh kesimpulan adanya tiga macam sifat pribadi seorang pemimpin yang meliputi ciri-ciri fisik, kepribadian, dan kemampuan atau kecakapan.
          Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, tetapi ditentukan pula oleh kecakapan atau keterampilan (skills) pribadi pemimpin (Wahjosumidjo, 2008: 20-21).

	4.
	Pendekatan Perilaku (Behaviour Approach)
          Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin.Sikap dan gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehar membina hari, dalam cara pemimpin memberikan perintah, membagi tugas dan wewenangnya, berkomunikasi, mendorong semangat kerja bawahan, memberikan bimbingan dan disiplin kerja bawahan, menyelenggarakan dan memimpin rapat pengawasan, anggota, mengambil keputusan, dan sebagainya (Ngalim Purwanto, 1987: 32).

	5.
	Pendekatan Situasional (Situational Approach)
          Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya bergantung atau dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin. Setiap organisasi atau lembaga memiliki ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan, organisasi atau lembaga sejenis pun menghadapi masalah yang berbeda karena lingkungan yang berbeda, semangat, watak, dan situasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini harus dihadapi dengan perilaku kepemimpinan yang berbeda pula.
          Berbagai faktor yang dapat memengaruhi gaya kepemimpinan antara lain: sifat pribadi pemimpin, sifat pribadi bawahan, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, motivasi kerja, harapan pemimpin ataupun bawahan, pengalaman pemimpin ataupun bawahan, adat, kebiasaan, budaya lingkungan kerja, dan sebagainya (Ngalim Purwanto, 1987: 39).

	6.
	Pendekatan Kontingensi 
          Pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi. Teori ini tidak hanya penting bagi kompleksitas yang bersifat interaktif dan fenomena kepemimpinan, tetapi turut membantu para pemimpin yang potensial dengan konsep-konsep yang berguna untuk menilai berbagai situasi dan menunjukkan perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan situasi tersebut (Wahjosumidjo, 2008: 29).


2.2.4 Fungsi Kepemimpinan 
          Menurut Hadari Nawawi dalam Hamdan Dimyati ( 2014: 42 ), fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya
Di antara fungsi kepemimpinan dalam organisasi adalah sebagai berikut:
	1.
	Sebagai perumus program organisasi yang berpijak pada visi dan misi ke depan. Dengan rumusan program yang futuristis dan visibilitas yang akurat, pemimpin organisasi dituntut untuk memprediksi atau meramalkan sesuatu yang Takan menimpa organisasi yang dipimpinnya, baik sesuatu yang positif maupun yang negatif. Hal itu berarti, pemimpin organisasi harus melakukan forecasted, artinya memper- kirakan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan berbagai kemungkinan. Potensi dan kelemahan organisasi dianalisis dengan saksama, sebelum membuat perencanaan berikutnya. Hal itu berarti diperlukan penjabaran terhadap perencanaan hasil evaluasi dan proyeksi masa depan organisasi yang merupakan bagian yang harus dipilih dan ditetapkan.

	2.
	Pemimpin organisasi berhati-hati dalam melakukan peng- ambilan keputusan (desicion making), karena pengambilan keputusan merupakan penentuan pilihan terakhir yang akibatnya dapat menguntungkan atau merugikan organisasi. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pilihan dan mengambil keputusan diperlukan proses identifikasi masalah dan pemaparan sekumpulan alternatif yang akan dipilih.

	3.
	Pemimpin organisasi bertugas mengorganisasikan, meng- ordinasikan, dan mengendalikan. Sistem pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi tugas-tugas besar menjadi tugas-tugas yang kecil, dan menyederhanakan rencana pekerjaan secara lebih efektif dan efisien. Pengorganisasian mempermudah para pemimpin organisasi dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang proporsional melalui konsep pembagian profesional. Dengan fungsi kepemimpinan ini, kinerja organisasi dapat menimbulkan manfaat bagi seluruh anggota organisasi.

	4.
	Pemimpin organisasi harus memilki kemampuan merencanakan kegiatan yang akan berdampak positif bagi kemajuan organisasi. Kegunaan perencanaan adalah menyusun seluruh rancangan kerja, waktu pelaksanaan, dan strategi pengembangan model-model kinerja organisasi, serta menjabarkan kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki.

	5.
	Pemimpin organisasi berfungsi sebagai pengarah tindakan untuk mengusahakan agar semua bawahan mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan berfungsi untuk meluruskan dan mengembangkan kecerdasan para bawahan dalam mengembangkan kinerja dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya. Dengan pengarahan diharapkan tumbuh kesadaran bawahan dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai anggota organisasi, sebagai pegawai, karyawan, dan sebagai pemikul tanggung jawab atas tugas yang telah dibebankan oleh organisasi kepada dirinya.

	6.
	Pemimpin organisasi berfungsi sebagai pengawas dan evaluator, yang menilai, mengukur kinerja, dan memper- timbangkan kinerja bawahannya. Untuk itu, diperlukan beberapa hal untuk meningkatkan niat dan kesadaran para pemimpin, di antaranya pembuatan peraturan yang dapat memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan secara demokratis melalui musyawarah mufakat. Diperlukan pula sikap keteladanan seorang pemimpin agar bawahannya ikut meneladaninya.

	7.
	Pemimpin organisasi berfungsi sebagai negosiator yang penuh percaya diri dan berpegang pada prinsip organisasi yang dipimpinnya. Sebagai negosiator, pemimpin memiliki kemampuan menegosiasikan kepentingan organisasinya dengan pihak luar sepanjang tidak menyimpang dari prinsip- prinsip organisasi yang dipimpinnya. Berpegang pada prinsip artinya senantiasa disiplin dan tegas, serta penuh pendirian.

	8.
	pemimpin dalam organisasi berfungsi sebagai pengendali Organisasi, termasuk seleksi pegawai dan pembinaaanya.

	9.
	Fungsi kepemimpinan sebagai juru bicara organisasi. Peran juru informasi yang dikumpulkannya kepada para individu di luar unitnya atau pihak-pihak di luar organisasi. Pemimpin organisasi yang memegang peran juru bicara harus berhati- hati dalam menyampaikan informasi, tidak memberikan seluruh informasi secara kepada bawahannya sebelum menganalisis dampaknya terhadap organisasi. Informasi yang disampaikan sebelumnya telah dikaji mendalam, dipilih dan dipilah, sehingga informasi tersebut menambah manfaat positif bagi organisasi.


2.2.5 Gaya Kepemimpinan 
          Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran tercapai, atau gaya kepemimpinan kepemimpinan adalah pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapan oleh seorang pemimpin.
          Gaya kepemimpinan adalah pola menyerluruh dari tindakan seorang pemimpin, yang tampak dan tidak akan tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari prilaku seorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak berlangsung, tentang keyakinan pemimpin terhadap bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah prilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah keterampilan sifat, sikap, yang sering diterapkan pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kerja bawahannya.
          Pakar menejemen modern berpendapat gaya yang tepat adalah gaya yang dapat menyatukan tiga variabel situasional, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas serta posisi kekuasaan, sehingga gaya kepemimpina terbaik adalah sikap posisi kekuasaan itu moderat.
Pengembangan baru teori ini sama dikatakan kalangan moderat yang menggambarkan gaya kepemimpinan :
	a.
	Mengarahkan
          Mengarakan seorang pemimpin wajib memberikan arahan kepada setiap pegawai dengan baik dan benar agar hubungan atasan dengan bawahan bisa lebih akrab.

	b.
	Mendukung
          Seorang pemimpin itu harus menghargai dan mendukung pendapat pendapat orang lain untuk kemudian mengkombinasikan dengan ide-ide sendiri.

	c.
	Berpartisipasi
          Seorang pemimpin wajib ikut berpartisipasi apa yang dilakukan oleh bawahan selama hal itu positif, pemimpin harus mendukung untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

	d.
	Beroreontasi Pada Tugas
          Seorang pemimpin dalam situasi yang dihadapi pada saat tertentu dan mengidentifikasikan kondisi anggota karena bawahan juga merupakan kelompok yang dapat menentukan kekuatan pribadi yang dipunyai pemimpin.


Menurut House. Tingkah laku pemimpin dapat dikelompokan dalam 4 hal diantaranya: 
a. Supportive Leadership (Menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan bawahan dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat.
b. Directive Leadership (Mengarahkan bawahan untuk bekerja sesuai dengan peraturan, prosedur dan petunjuk yang ada).
c. Participative Leadership (Konsultasi dengan bawahan dalam (mengambil keputusan).
d. Achievment Oriented Leadership (Menunjukan tujuan organisasi yang menentang dan menekan perlunya kinerja yang memuaskan).
          Menurut Path Goal Theory, dua variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas pemimpin adalah ditandai dengan karakteristik pribadi para bawahan atau karyawan dan lingkungan internal organisasi seperti peraturan dan prosedur yang ada. Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap paling sempuma disbandingkan dengan model sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara kaarakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin, dan variabel situasional.
2.3 Pengambilan Keputusan 
2.3.1 Pengertian Pengambilan Keputusan
          Pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan. Dapat dikatakan juga sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Hal ini menegaskan bahwa mengambil keputusan memerlukan satu seri tindakan yang terdiri atas beberapa langkah. Dalam dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi. Salah satu komponen terpenting dari proses pembuatan keputusan adalah kegiatan pengumpulan informasi dari apresiasi mengenai situasi keputusan dapat dibuat.Dengan demikian, dalam konteks ini, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai:
1. Dasar pemikiran,
2. Pengidentifikasian alternatif-alternatif.
3. Penilaian alternatif-alternatif dilihat dari sudut tujuan yang ingin   dicapai.
4. Pemilihan suatu alternatif, yaitu suatu pengambilan keputusan.
     Pengambilan keputusan melukiskan proses melalui tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sebelum suatu masalah dipecahkan, ia harus ditemukan terlebih dahulu. Artinya, para individu harus menentukan keadaan-keadaan yang merupakan masalah dan masalah yang harus dipecahkan. Pengambilan Keputusan menurut Para ahli :
	1.
	Pengambilan keputusan adalah sesuatu yang dilakukan oleh ketua dalam organisasi untuk mengambil Tindakan atau pilihan untuk kebaikan bersama (Stephen P. Robbins : Manajemen )

	2.
	Pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi.Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dalam organisasi. ( J. Salusu )

	3.
	Robisn ( Mesiono,2012 : 153, menyatakan bahwa “ decions making is a process in which one choose between two or more alternatives”. Pendapat ini menegaskan bahwa pengambilan keutusan meruakan proses memilih satu pilihan diantara dua atau lebih alternatif.Pengambilan keputusan adalah mentapkan pikiran atu alterantif secara nalar dan menghindari diri dari pilihan yang tidak rasional,tanpa alas an atau data yang kurang akurat.Davis dalam buku yang sama mengemukakan bahwa keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan.keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dibicarakan dalam hubungan dan perencanaan.

	4.
	Menurut James A.F Stoner ,pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu timdakan sebagai cara pemecah masalah.


	          Berdasarkan pengertian diatas,dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatf terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti ( digunakan ) sebagai cara pemecah masalah.
[bookmark: _Hlk132136461]	          Pengambilan keputusan, sebagai bagian kunci kegiatan manajer, merupakan proses pemilihan serangkaian kegiatan yang mencerminkan alternatif tindakan terbaik bagi penyelesaian masalah. Proses pengambilan keputusan mencakup beberapa langkah berikut (Herbert A. Simon, 1960) dalam buku Hamdan Dimyati  ( 2014 : 314 )
	a.
	Kegiatan inteligen, menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan.

	b.
	Kegiatan desain, mencakup pembuatan, pengembangan, dan penganalisisan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan.

	c.
	Kegiatan pemilihan, yaitu pemilihan serangkaian kegiatan tertentu    dari alternatif-alternatif yang tersedia.


2.3.2 Tahapan Pengambilan Keputusan 
                   Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan analisis proses kebijakan. Ada 6 langkah dalam proses pengambilan keputusan meliputi sebagai berikut:
	a. 
	Perumusan masalah 
          Dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Perumusan masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Sering kali hal yang kedengarannya sederhana ini menjadi sumber kegagalan pengambilan keputusan yang benar. Masalah yang sering muncul dalam pengkajian fakta adalah pemimpin dan orang yang ada di sekitarnya sering membaurkan fakta dengan tafsiran tentang tentang fakta tersebut. Sebuah perumusan yang baik mengidentifikasikan semua elemen-elemen yang relevan, elemen apa yang absen, dan elemen apa yang perlu ditambahkan. 

	b.
	Pengumpulan dan Menganalisis Data 
          Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yaitu:
1) Fase pengumpulan fakta
2) Fase penemuan ide
3) Fase penemuan solusi

	c.
	Pembuatan Alternatif Kebijakan
          Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya.Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik.

	d.
	Pemilihan salah satu alternatif terbaik 
Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan  waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. 

	e.
	Pelaksanaan keputusan 
          Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti ditanggapi oleh banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang. Jadi tentukan dulu cara pengambilan keputusan yang paling cocok dengan situasi dan masalah yang ada: individu, musyawarah, voting, dan lain-lain. 

	f.
	Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan 
          Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang perlu diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, namun akurasi akan lebih terjamin. 


           Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diberi kesimpulan bahwa tahapan proses dalam pengambilan keputusan meliputi, perumusan masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan keputusan, dan terakhir pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan.
                	         George R Terry merekomendasikan prinsip fundamental dalam pembuatan keputusan. 
	1. Intuisi. Sebuah keputusan yang dilandasi kematangan spiritual dan rasa. Namun rawan akan lebih bersifat emosional dan sangat subjektif. Karena sangat berkenaan dengan rasa, maka keputusan intuitif bermanfaat di antaranya: pengambilan keputusan menjadi gampang dan sangat cepat; keputusan intuitif akan sangat berguna ketika terkait humanity. 
	2. Pengalaman. Keputusan didasarkan pada pengalaman seorang pemimpin biasanya akan berdaya guna dan akan sangat praktis, karena telah pernah diterapkan dan tentu saja dipilih kembali karena dianggap telah menampakkan hasil yang baik. 
	3. Fakta. Keputusan yang dilandasi dengan fakta dianggap sebuah keputusan yang sangat baik, karena telah dipilih melalui proses panjang dengan memperhatikan informasi, data, fakta yang ada di lapangan dan kondisi sesungguhnya terhadap sesuatu persoalan, sehingga keputusan akan menjadi tepat sasaran. 
	4. Wewenang. Keputusan yang dilandasi kewenangan pada dasarnya sangat otoriter, karena hanya diputuskan berdasar kehendak seorang pemimpin organisasi tanpa memperhatikan aspirasi dan aspek lainnya dalam organisasi. 
	5. Rasional Keputusan rasional sebuah sikap yang telah dipertim bangkan dampak keuntungan dan kerugian sebuah sikap. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sangat menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya benar-benar dilandasi kemanfaatan yang akan dirasakan oleh organisasi.
2.3.3 Gaya Pengambilan Keputusan
          Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak gerik yang bagus, kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran tercapai, atau gaya kepemimpinan kepemimpinan adalah pola prilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapan oleh seorang pemimpin.
          Gaya kepemimpinan adalah pola menyerluruh dari tindakan seorang pemimpin, yang tampak dan tidak akan tampak oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari prilaku seorang. Gaya kepemimpinan yang menunjukkan secara langsung maupun tidak berlangsung, tentang keyakinan pemimpin terhadap bawahannya. Artinya, gaya kepemimpinan adalah prilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah keterampilan sifat, sikap, yang sering diterapkan pemimpin ketika mencoba mempengaruhi kerja bawahannya.
          Pakar menejemen modern berpendapat gaya yang tepat adalah gaya yang dapat menyatukan tiga variabel situasional, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas serta posisi kekuasaan, sehingga gaya kepemimpinan terbaik adalah sikap posisi kekuasaan itu moderat.
Carl Jung (1923) dalam Hamdan Dimyati (2014 : 320 ) mengidentifikasikan empat fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut:


	1.
	Sensing (pengindraan)
          Berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat sesuatu dalam perspektif yang objektif. Oleh karena itu, fungsi ini menempatkan nilai yang tinggi pada fakta yang dapat diverivikasi oleh penggunaan pancaindra, menyukai rutinitas dan presisi.

	2.
	Intuinting (intuisi )
   Intuiting (intuisi), yaitu berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyingkap kemungkinan baru untuk mengubah cara menangani sesuatu. Dengan fungsi ini, pemimpin menyukai situasi yang baru dan unik, tidak menyukai hal-hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi.

	3.
	Thinking (pemikiran)
          Thinking (pemikiran), yaitu tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh, membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumpu pada proses kognitif.

	4.
	Feeling (perasaan)
          Feeling (perasaan), yaitu tendensi untuk mempertimbangkan perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam hal ini ada perbedaan antara yang baik dan buruk, bernilai dan tidak bernilai.


2.4 Musyawarah
	Pancasila khususnya dalam sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga dimaknai atau landasi oleh musyawarah, musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. "Pentingnya kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan) di Indonesia" (Latif, 2012:422).
	Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yakni musyawarat. Dari kata kerja syawara, yusyawiru, syawir yang terdiri atas tiga huruf, syin, waw, dan ra'. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian berkembang sesuai dengan pola tashrif, misalnya syawir (meminta pendapat), musytasyir (meminta pandangan orang lain), asyarah (memberi isyarat atau tanda), al-masyurah (nasehat atau saran), tasyawur (perundingan). Sedangkan kata musyawarah diambil dari Bahasa Arab, yaitu syura yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung arti berunding dan berembug.
	Musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Sedangkan secara teminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalma berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya. ciri-ciri musyawarah dan mufakat sebagai berikut:
	1.
	Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.

	2.
	Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati.

	3.
	Proses musyawarah harus selalu mempertimbangkan moral.

	4. 
	Usul atau pendapat mudah di pahami atau masuk akal.

	5.
	Hasil keputusan tidak memberatkan warga.

	6.
	Musyawarah untuk mufakat mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan. jujur, dan saling memberi dan  menerima masukan.


2.4.1 Karakteristik Musyawarah  
          Dalam pemerintahan Desa secara umum musyawarah digunakan sebagai medium untuk menggugah partisipasi warga agar terlibat aktif dalam program. Dalam operasionalnya musyawarah dilakukan dengan pertimbangan tingkat efektivitas, efisiensi, dan berkelanjutan. Atas dasar itu maka kebanyakan musyawarah memiliki karakteristik sebagai berikut:
	1. 
	Dilakukan secara teratur dan berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

	2.
	Setiap musyawarah membahas permasalahan yang dimunculkan warga melalui kesepakatan. Topik musysawarah diprioritaskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan kebutuhan nyata     ( realness) para anggota masyarakat. 

	3. 
	Para peserta musyawarah diberi tugas masing masing sesuai tema yang telah ditetapkan. Ada yang diberi tugas menginventarisasi permasalahan, keluhan-keluhan warga, mencari informasi, mengubungi narasumber, mengatur tempat, menjadi fasilitator dan lain-lain.

	4.
	Dalam setiap musyawarah dibuat catatan-catatan khusus.

	5.
	Diatur secara bergilir anatara aktivis yang memfasilitasi musyawarah dan petugas pembuat catatan.

	6. 
	Dalam setiap musyawarah diusahakan untuk menghadirkan narasumber yang bisa memberikan informasi dan kalrifikasi sesui dengan tema.

	7.
	Pada setiap musyawarah yang dilaksanakan tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Akan tetapi, melalui musyawarah paling tidak diupayakan untuk mengenali berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapi warga,memperluas wawasan dan mencerna lebih dalam tentang suatu persoalan.


2.4.2  Musyawarah Desa
               Musyawarah Desa adalah  forum tertinggi di Desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi dimaksudkan untuk mengedepankan Musyawarah Desa yang menjadi mekanisme utama pengambilan  keputusan Desa. Dengan demikian, perhatian khusus khusus terhadap Musyawarah Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja Demokratisasi Desa.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
[bookmark: _Hlk130234741]		      Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Dalam agenda penguatan demokrasi desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasanya agenda demokrasi desa bukan hanya terletak pada pemilihan kepala desa secara langsung, yang semakin meningkat untuk menunjang kemandirian desa, namun dibalik itu semua terdapat satu agenda yakni bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis, baik, bertanggung jawab,tranparan, serta meningkatkan rasa kepedulian, kerjasama dan memiliki pemikiran kritis yang membangun antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Dalam kehidupan desa sekarang ada tiga forum yang senantiasa harus melibatkan masyarakat desa secara langsung yakni adalah pertama pada saat pemilihan kepala desa, Musyawarah Desa sangatlah relevan untuk menunjang proses demokrasi di desa sendiri. Musyawarah Desa sendiri dianggap cukup istimewa, terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa secara rinci demi terwujudnya pembangunan kehidupan yang demokratis. Dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, menyebutkan didalam pasal 2 ayat 2 hal yang bersifat strategis, diantaranya adalah penataan desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana inventasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa dan kejadian luar biasa. Dalam kegiatan musyawarah desa harus diselenggarakan dengan cara pasrtisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. 
		      Adapun hak masyarakat di dalam musyawarah desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, pada pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut:
	a.
	Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan di bahas di dalam musyawaah desa.

	b.
	Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa.

	c.
	Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.

	d.
	Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

	e.
		a.
	Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa.

	b.
	Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis.

	c.
	Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

	d.
	Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa.

	e.
	Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan public.


Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa; Kemudian selanjutnya, selain hak-hak masyarakat yang dijamin dan diatur di dalam peraturan mentri ini, didalam pasal 3 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban masyarakat desa sebagai berikut:


          Berdasarkan penjelasan diatas, berdasarkan hak-hak dan kewajiban peserta Musyawarah Desa dan masyarakat desa selama berjalannya proses Musyawarah Desa, pada dasarnya itu semua berlandaskan pada nilai-nilai yang selama ini berlaku di masyarakat desa yang dibingkai dengan sebuah agenda besar yakni penguatan demokrasi desa melalui pola hubungan yang harmonis antara pemerintahan desa dan masyarkat desa. Yakni adanya jaminan perlindungan untuk masyarakat desa dalam hal memberikan aspirasi, pendapat, saran serta masukan-masukan dalam hal menentukan sebuah pandangan, kemudian adanya rasa semangat partisipasi dari masyarakat sendiri dengan cara memberikan masukan, pandangan, aspirasi dan bisa dipertanggungjawabkan dalam pemantauan, kontrol masyarakat baik dari perumusan hal-hal yang bersifat strategis di dalam Musyawarah Desa dan pada saat berjalannya kebijakan pembangunan yang ada di desa.  Selanjutnya didalam peraturan ini juga menyebutkan secara detail bagaimana proses pengambilan keputusan hasil Musyawarah Desa seperti yang termuat dalam pasal  sebagai berikut: 
	a.
	Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

	b.
	Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan hal yang paling diutamakan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musyawarah Desa adalah melalui pengambilan keputusan berdasarkan cara musyawarah demi terciptanya suatu keputusan yang kolektif berdasarkan kebaikan bersama. Demokrasi desa ialah demokrasi asli masyarkat yang belum mengalami stratifikasi sosial, dalam keadaan ini keputusan yang bulat (musyawarah) masih bisa diwujudkan mengingat jumlah warga yang masih relatif sedikit. Seperti yang diungkapkan Habermas dalam demokrasi deliberatifnya yakni secara singkat dapat dicapai melalui kemampuan justifikasi dan tukar fikiran berdasarkan nalar masing-masing anggota. Seperti yang diatur lebih rinci didalam Pasal 46 sebagai berikut: 
	1)
	Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang di musyawarahkan.

	2)
	Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa. Kemudian keputusan berdasarkan mufakat akan dipandang sah apabila pengambilan keputusan tersebut dihadiri peserta minimal 2/3 dari undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun apabila keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak dapat menemui titik terang dimasing-masing peserta musyawarah, maka dapat dilakukan dengan cara keputusan diambil dengan cara suara terbanyak (vote). Secara lebih jelas pengambilan melalui suara terbanyak (vote) diatur dalam pasal 48 yakni keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain. Selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dipandang sah apabila pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa mendapat persetujuan atau disetujui oleh separuh ditambah satu orang dari jumlah peserta yang hadir.




	
	


	           Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan mengenai Musyawarah Desa adalah sebuah tempat atau wadah yang mentransformasikan dari bentuk elitis ke dalam bentuk populis, dengan cara membuka ruang untuk melibatkan masyarakat desa, dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis di desa.




2.5 Kerangka Pemikiran
	Kerangka pemikiran adalah alur berpikir peneliti dalam penelitiannya tentang kaitan konsep kajianyang diteliti. Kerangka Pemikiran berfungsi sebagai penentu konsep dan aspek kajian yang terlibat dalam.Berikut merupakan kerangka pemikiran Penelitian kali ini yang berjudul “ Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa Di Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon”.
[bookmark: _Hlk130599380]	Kerangka Pemikiran terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam pengambilan Keputusan Melalui Musyawarah Desa di Desa Kepongpongan Kecamtan Talun Kabupaten Cirebon Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan proses alur bepikir Kepemimpian menurut Henry Mintzberg dalam Beni Ahmad, Ii sumantri ( 2014 ; 67 ) dengan dimensi Antarpribadi,informasional serta pengambilan keputusan.  Kemudian peneliti juga menggunakan proses alur berpikir pengambilan Keputusan Herbert A. Simon dalam hamdan Dimyati ( 2014 : 314 ) dengan dimensi Intelegen,Desain dan Pemilihan. Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai musyawarah desa yang merupakan forum diskusi dalam hal yang bersifat strategis di Desa namun pada pelaksanaanya musyawarah Desa belum demokratis karena kerap kali ditemukan bahwa hasil musyawarah Desa tidak diterima oleh masyarakat, Dengan demikian bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah Desa dengan menjalankan komunikasi dengan warga Desa agar musyawarah Desa bisa bejralan secara demokratis seperti dalam Undang-undang No 6 tahun 2014.
[bookmark: _Hlk130599618] Input
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Proses
Kepemimpinan menurut Henry Mintzberg dalam Beni Ahmad dan Ii Sumantri ( 2014 :67)
1.  Antarpribadi 
2. Informasional
3.Pengambilan Keputusan
Pengambilan Keputusan Menurut Herbert A. Simon 1960 dalam Hamdan Dimyati (2014 : 314)
1. Intelegen
2. Desain
3. Pemilihan 
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Output (+)
Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah Desa  optimal 
Output (-)
Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah Desa belum optimal 




Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa belum mufakat bagi warga Desa.



Upaya
Mengoptimalkan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengambilan Keputusan melalui musyawarah Desa
Outcome 
Terciptanya Keputusan yang Demokratis 
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